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BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG (TPPO) 

A. Istilah Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai 

pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda torekenbaarheid, dalam 

Bahasa inggris criminal responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban 

pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang 

melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. 

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman 

yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. 

Meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan 

manusia, perbuatan itu adalah wederrechtelijke (bertentangan dengan hukum), 

perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan 

(toerekeningsvatbaar), dan orang itu dapat di permasalahkan. 

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan 

hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap 

pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan 

pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. 

Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu 

pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam 
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tindak pidana.1 Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang 

menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.2 

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak 

pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai 

penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi 

hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari 

tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi 

mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi 

perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada 

sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian 

diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjwaban pidana tanpa adanya kesalahan 

dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang 

tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak 

melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana 

tidak selalu dia dapat dipidana. 

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan 

normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan  

untuk: 

(a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; 

 
1 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), Hal 4. 
2 Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana 

Koorporasi Di Indonesia, (Bandung: Cv. Utomo, 2004), Hal 15. 
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(b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh 

masyarakat, dan 

(c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.3 

Menurut Mulyatno, istilah hukuaman yang berasal dari kata straf dan istilah 

dihukum, yang erasal dari perkataan wordt gestraf adalah istilah-istilah yang 

konvensional.4 Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana 

untuk menterjemahkan isitlah straf, dan sitilah diancam dengan pidana untuk 

menggantikan istilah wordt gestraf. Menurutnya kata straf itu diterjemahkan 

dengan hukuman, maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. 

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik 

hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari 

penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup 

juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. 

a. Syarat Pertanggungjawaban Pidana 

a. Dengan sengaja (dolus) 

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (criminal wetboek) tahun 1809 

dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan 

perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang- undang”. Dalam 

Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan 

 
3Ibid 
4 Muladi, Pidana Dan Pemidanaan, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori 

Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1984), Hal 1. 
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Criminal Wetboek tahun 1881 ( yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan :” dengan sadar dari 

kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Menurut teori pengetahuan atau 

teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat 

karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan 

adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena 

suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan 

yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah 

diabuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan 

sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan 

teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan 

unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang 

berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (voorhomen) dan dengan rencana terlebih 

dahulu (meet voorberacterade). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoabaan di 

katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah 

ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan 

itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”. Adapun 

pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara 

lain: 

1) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogemark) 

2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van 

zakerheid of noodzakelijkheid) 
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3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan seklai terjadi (opzet met 

warschijkheidbewustzjin). 

b. Kelalaian (culpa) 

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. 

Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) 

mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. 

Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu 

sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara 

sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan 

bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan 

salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan 

kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus 

mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-

undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang 

tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan 

ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah 

dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka 

terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak 

perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekurang hati-hatian itu sendiri 

sudah diancam dengan pidana. 

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana 

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang  



39 
 

yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. 

Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan 

atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP 

yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum 

yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus 

yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang 

kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran ( yang berlaku secara khusus 

bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut). 

B. Definisi Pertanggungjawaban Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit” di dalam 

KUHPidana terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaar feit 

itu sendiri, akan tetapi tindak pidana biasa disamakan dengan delik, yang berasal 

dari bahasa Latin yakni kata delictum.5Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang 

diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang 

berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan. Keterhubungan dan dilakukan 

oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.6 

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi “strafbaar feit” 

secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan 

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah 

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 

 
5 Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Grafindo ,2002), Hal 69. 
6 Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012)  Hal 20. 
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tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan hukum.7 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan 

perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai 

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.8 

Menurut Achmad Ali tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang 

semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan 

tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum 

publik, termasuk hukum pidana.9 

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (Strafbaar feit) memuat 

beberapa unsur yakni: 

1. Suatu perbuatan manusia; 

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; 

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.10 

 
7 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar,(Bandung: Refika 

Aditama, 2014), Hal 97-98. 
8 Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana,( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)  Hal 

22. 
9 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi), (Jakarta: 

Toko Gunung Agung Tbk, 2002), Hal 251.   
10 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja  (Jakarta: Grafindo Persada, 201), Hal 4. 
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Unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut 

pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis (2) dari sudut undang-undang. Maksud 

teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi 

rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan 

tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana   tertentu dalam Pasal-Pasal 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.11 

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada 

dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau 

yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala 

sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain 

kesengajaan (dollus) atau ketidak sengajaan (culpa), memiliki maksud atau 

vornemen pada suatu percobaan (poging), maksud atau oogmerk, merencanakan 

terlebih dahulu atau voorbedachte raad serta perasaan takut atau stress. 

2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. 

Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, 

kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.12 

 
11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, (Jakarta: Raja Grafindo,, 2002) Hal 78-

79. 
12 0P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2012), Hal 183. 
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Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam 

perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan 

dan pelanggaran adalah sebagai berikut : “kejahatan adalah rechtsdelicten, yaitu 

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan 

itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak 

dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar 

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. 

Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.13 

Jenis-jenis dari tindak pidana, adalah sebagai berikut : 

a. Kejahatan dan pelanggaran  

b. Kesengajaan dan kealpaan 

c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang  

d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan) 

e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan) 

f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).14 

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. 

Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal 

 
13 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011)  Hal 10. 
14 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2003), Hal 56. 
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ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata- kata 

“barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, 

bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum 

KUHP yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu 

delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.15 

Masalah pelaku (dader) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk 

jelasnya, perlu dicermati Pasal-Pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai 

berikut : 

 1.  Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana : 

a. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan 

itu. 

b. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan 

atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain 

supaya melakukan perbuatan. 

2. Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang 

dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 

KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 

a. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;  

 
15 Mahrus Ali Op.Cit, Hal 111. 
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b. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan itu. 

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat 

lima peranan pelaku, yaitu : 

a. Orang yang melakukan (dader or doer) 

b. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) 

c. Orang yang turut serta melakukan (mededader) 

d. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker) 

e. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige)16 

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana 

nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu 

tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang 

yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang- 

Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat  

diketahui yaitu: 

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan 

delik dalam Undang-Undang. 

 
16 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal 

78. 
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2. Delik materil, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang 

dilarang dalam perumusan delik.  

3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang 

siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang 

dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai 

negeri.17 

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T 

pembentukan Pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus 

dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang 

lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh 

melakukan dan mereka yang turut melakukan”.18 Pada delik-delik formal yakni 

delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu 

setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-

Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang 

diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang 

sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang 

melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di 

dalam Undang-Undang. 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 

toerekenbaarheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan 

 
17Ibid, Hal 78-79. 
18Ibid 
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pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau 

tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.19 

a. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana 

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai 

pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan 

pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun 

dia melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana, orang yang 

melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika dia terbukti secara sah dan 

melakukan kesalahan. 

Berdasarkan uraian di atas, syarat-syarat dapat tidaknya dimintai 

pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan 

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 

1. Kemampuan bertanggungjawab 

2. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua 

coraknya, dan 

3. Tak adanya dasar pemaaf20 

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika 

telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana 

 
19 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal 222 
20Ibid 
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dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. 

Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), 

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 

tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari 

sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu 

bertanggung jawab yang dapat dipidana.21 

Berikut penjelasannya masing-masing di bawah ini: 

1. Mampu bertanggungjawab 

Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang 

siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya 

disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan 

akalnya. ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit 

dalam tumbuhnya.22 

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan 

bertanggungjawab harus ada: 

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.  

 
21Ibid,  Hal 399. 
22 Romli Atmasasmita, Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, (Bandung: Mandar 

Maju, 2001), Hal 64.  
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b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik 

dan buruknya perbuatan tersebut.23 

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang 

diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu 

dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang 

diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak 

mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya 

perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang 

demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.24 

2. Kesalahan 

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalain telah 

melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh 

hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Seseorang melakukan 

kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari 

segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana 

tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.jadi harus ada unsur 

objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan 

 
23 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), Hal 165 
24Ibid, Hal 167. 
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dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.25 

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur 

dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila 

tindakannya itu memuat tiga unsur, antara lain: 

a) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku atau sipembuat perbuatan 

tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang 

sehat. 

b) Hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu 

bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kelapaan/kelalaian 

(culpa), 

c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.26 

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi tiga corak yaitu 

kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan 

dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). 

a) Kesengajaan sebagai maksud kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku 

benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya 

hukuman pidana (Constitutief gevolg). 

 
25 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, (Jakarta: 

Djambatan,, 2004), Hal 45. 
26 Loebby Logman, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Datacom, 2000),  Hal 67 
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b) Kesengajaan dengan sadar kepastian Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku 

dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar 

dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan 

tersebut. kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan 

merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak 

sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai. 

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan Kesengajaan sebagai sadar akan  

merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan 

merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/ pada saat/sesudah tujuan 

pelaku tercapai.27 

3. Tidak Ada alasan pemaaf 

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan 

bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, 

dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat 

dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disisi 

lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.28 

Alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang mampu 

bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (Overmacht), Pasal 49 ayat 

(2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian para ahli 

 
27 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 

2003), Hal 87. 
28 Zainal Abidin Farid, Op.Cit. Hal 245. 
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hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat 

alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan 

sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, 

adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (Schuld). Dalam teori Pompe 

mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut 

kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak 

tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa  kesalahan.29 

b. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability).30 

Pertanggungjawaban atau Criminal Liabilities adalah kewajiban seseorang 

atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan 

kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain 

yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Menurut Terminologinya, ganti 

rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau 

secara singkat ganti rugi merupakan bentukpenebusan atas suatu perbuatan yang 

merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia 

dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama 

yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan,sehingga seringkali 

 
29 Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, 

(Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), Hal 94. 
30https://repository-um-surabaya.ac.id/id/eprint/3686/3/BAB_II.pdf (Diakses Pada :11 

September 2025) 

https://repository-um-surabaya.ac.id/id/eprint/3686/3/BAB_II.pdf
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tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan 

yang telah dilakukan. 

Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu: 

1. Pertanggungjawaban Individual 

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuh 

kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja 

maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan 

dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani 

bertanggungjawab”menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus 

dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab 

individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa 

paksaan ataupun secaraterpaksa. 

2. Pertanggungjawaban Sosial  

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk 

berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial 

ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak 

dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti 

contoh yaitu menjaga lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga 

munculsebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk 

kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan. 
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3. Pertanggungjawaban Pidana 

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang 

karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak 

pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur 

penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan.Kapan seseorang dikatakan 

mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah 

pertanggungjawaban pidana. Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi tiga 

macam yaitu : 

1. Individual Liability. 

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah 

melakukan suatu tindak pidana.Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan 

yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konskuensi dari perbuatan 

yang telah diperbuatnya. “responsible person means a natural person entrusted 

with certain duties in a legal entity, a person authorized to act on behalf of the legal 

entity and a person who can bereasonably assumed to be authorized to acton behalf 

of the legal entity.” Pertanggungjawaban pidana secara jelas belum atau tidak diatur 

dalam KUHP namun ada beberapa ketentuan yang mengatur subjek hukum yang 

melakukan tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu 

diantaranya : 

a. Pasal 2 yang memberlakukan keseluruhan isi aturan untuk semua individu. 
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b. Pasal 3 yang mengatur mengenai asas perluasan teritorial dari perundang-

undangan Indonesia untuk seluruh individu yang berbuat pidana dalam lingkup 

yuridiksi Indonesia. 

c. Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur beberapa delik khusus untuk individu yang  

melakukan kejahatan diluar Indonesia  

Selain 4 Pasal tersebut, di dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) juga diatur 

keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai 

pertanggungjawaban. 

“Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti 

melakukan perbuatan pidana”. 

Konsep pertanggungjawaban pidana perseorangan merupakan liability of 

crime yang telah diberlalakukan sebagai hukumyang paling lama sudah berlaku dan 

menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis bentuk 

pertanggungjawaban, Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal 

pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman 

menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. 

Karena pertanggungjawaban individual ( perseorangan ) telah tertulis dalam 

berbagai literatur. disetiap tindakan manusia tentu didasari atas suatu alasan, motif, 

niat yang ada di pada tiap pribadi mereka sehingga perlu dimintai 
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pertanggungjawabannya maka pertanggungjawaban bentuk ini harus terus 

diberlakukan dalam suatu penegakan hukum. 

Dolus (kesengajaan ) merupakan salah satu dari bentuk motif yang ada pada 

kehendak seseorang dalam melakukan suatu Tindak pidana. Melakukan kesalahan. 

Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu dolus malus dan 

dolus eventualis. Dolus malus adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya dan disadarinya 

adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, teori ini menitikberatkan pada apa 

yang dikehendaki oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana Dolus 

eventualis ialah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang secara 

sadar pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya dapat menimbulkan 

suatu akibat hukum, yaitu akibat yang diatur dalam undang-undang. Jika 

kemungkinan yang ia sadari menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut 

ia katakan mempunyai suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. 

Dolus specialis merupakan dolus yang hanya berlaku untuk beberapa delik 

kejahatan yang khusus juga seperti genocide dan tindak pidana terorisme. 

Kesengajaan khusus dalam praktiknya dibedakan dari kesengajaan lain berdasarkan 

dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dari suatu aturan yang sifatnya lex 

specialis derogate lex generalis. 

Unsur kesalahan yang terdapat di dalam pertanggungjawaban individu 

adalah Dolus dan Culpa. Kitab Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara 

jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Di dalam KUHP 



56 
 

lebih sering menyebutkan kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).Menurut 

Roeslan Saleh kedua kata-kata tersebut sering digunakan dalam rumusan delik, 

seakan-akan sudah pasti namun tidak mengetahui maknanya sehingga 

menimbulkan keraguan. 

 

Dalam KUHP secara formal, suatu bentuk culpa atau keaalpaan belum  

memiliki definisi yang jelas mengenai apa kealpaan itu. Tetapi menurut Simons 

didalam tulisannya bahwa pada umumnya kealpaan itu mepunyai dua bagian yaitu 

suatu kehati-hatian melakukan sebuah tindakan yang dapat diduga suatu akibatnya. 

Walaupun dibarengi dengan kehati-hatian masih ada celah dimana keaalpaan tetp 

terjadi denan unsur kehendak dari pelaku sehin menimbulkan suatu akibat hukum. 

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk 

kealpaan (culpa), yaitu kealpaan yang disadari (bewuste culpa) dan kealpaan yang 

tidak disadari (onbewuste culpa). Bewuste culpa sebenarnya hampir menyerupai 

dengan dolus eventualis dalam hal kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana, 

perbedaan dikedua hal tersebut ialah kehendak dari pelakunya dan juga rasa 

penyesalan. Dalam bewuste culpa, pelaku mengetahui bahwa ada kemungkinan dari 

perbuatannya menjadi tindak pidana dan pelaku tersebut tidak menghendaki 

perbuatan pidana terjadi meskipun iamencegahnya namun akibat itu terjadi dan 

terdapat penyesalan setelah melakukan perbuatan tersebut. Onbewuste culpa, 

pelaku sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu 

tindak pidana dan ia memang tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang 
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menimbulkan suatu tindak pidana namun karena kurangnya perhitungan yang tepat 

menyebabkan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. 

4. Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat ( StrictLiability) 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat ahli-ahli tersebut  

bahwa strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan 

atau mens rea dimana pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan 

pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang, tanpa melihat sikap 

batinnya.Pertanggungjawaban pidana secara ketat (strict liability) diterapkan 

berdasarkan beberapa faktor- faktor diantaranya yaitu : 

a. Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya 

untukkejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang 

sifatnyamasif. 

b. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (unlawful) 

d. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal 

5.  Pertanggungjawaban pidana pengganti ( VicariousLiability ) 

 Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana 

yangvmengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan 

kepada orang lain. 
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Vicarious liability menurut Peter Gillies adalah : 

“Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by 

virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of 

a given mens rea another, or reference to both of thesematters” Glanvile William 

menggambarkan hubungan antara strict liabilitydengan vicarious liability yaitu di 

dalam strict liablity tidak perlunya mens rea untukdibuktikan dan cukup melihat 

actusreus saja. Sebaliknya vicarious liability melihat mensrea terutama dari pelaku 

kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas 

perbuatan pekerja tersebut. 

Dalam vicariousliability terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan 

memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip 

pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip 

pendelegasian berkaitan dengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari 

atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya. Kewenangan atau tugas yang 

diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga. 

c. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana31 

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah Menurut 

Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu 

kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang 

 
31ibid 
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melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur- unsur subjektif 

yaitu: 

1. Kesalahan  

2. Kesengajaan 

3. Kealpaan 

4. Perbuatan 

5. Sifat melawanhukum. 

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 

dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu: 

1. Perbuatan 

2. Sifat melawanhukum. 

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang 

terdapat dalam KUHP adalah: 

1. Daya Paksa Relatif (Overmacht), (Pasal 48KUHP) 

2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP) 

3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku 

4. Mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP). 
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C. Tinjauan Umum Turut Serta Melakukan Tindak Pidana (Deelneming) 

1. Definisi Turut Serta Melakukan Tindak Pidana 

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan 

pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta 

(deelneming) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan 

kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.32 

Sedangkan arti kata penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah turut 

sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.33 

Sedangkan menurut MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta 

melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (meedoet) dalam 

melakukan suatu tindak pidana. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang 

tuntas.34 Oleh karena itu, menimbulkan perbedaan pandangan antara pembuat 

peserta dengan pembuat pelaksana. Dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan 

pembuat pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya 

terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, 

dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. 

Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan 

pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian 

 
32 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal 

243. 
33 Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2003), Hal 108. 
34 Adami Chazawi, Bagian 3 Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada), 2011, Hal 99. 
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dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Perbedaan lainnya ialah dalam hal tindak 

pidana yang mensyaratkan subjek hukum atau pembuatnya harus berkualitas 

tertentu, misalnya penggelapan oleh orang yang menguasai benda karena ada 

hubungan kerja. Dalam hal kejahatan seperti ini, pembuat pelaksanaannya haruslah 

orang yang memiliki kualitas itu, sedangkan bagi pembuat peserta tidak diperlukan 

memiliki kualitas demikian.35 

2. Perbedaan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dengan Pembantuan 

Melakukan Tindak Pidana 

 Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat 

dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP membantu 

melakukan. 

Pasal 55 KUHP: 

(1)  Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan 

perbuatan itu; 

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau 

pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi 

kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk 

melakukan sesuatu perbuatan. 

 
35Ibid, Hal 109. 
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(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam subjek itu yang boleh 

dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja 

dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. 

Pasal 56 KUHP:  

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;  

2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal 

menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” 

(medepleger) dalam Pasal 55 KUHP.36 Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” 

dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, 

ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) 

peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan 

perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak 

pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau 

perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang 

 
36 R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1998), Hal 27. 
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menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu 

melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.37 

Pasal 56 KUHP, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo menjelaskan 

bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, 

pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila 

bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut 

melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau 

peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.38 

Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga 

orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan 

kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak 

dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi 

bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari 

orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk 

melakukan” (uitlokking). 

Wirjono Prodjodikoro, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad 

Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak 

pidana, yaitu kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang 

merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus 

bersama-sama melaksanakan kehendak itu.39 Perbedaan antara “turut melakukan” 

 
37Ibid 
38Ibid 
39 Prodjodikoro, Wirjono. Op.Cit, Hal 123. 
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dan “membantu melakukan”. berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran 

yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada 

pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan 

dari pelaku.40 Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk 

benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, 

atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang 

merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu 

apabila pelaku utama menghendakinya.41 

Ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku 

ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi 

kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama. 

3. Tinjauan Tentang Perdagangan Orang (Trafficking) 

1. Definisi Perdagangan Orang (trafficking) 

Trafficking adalah perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial 

eksploitasi seksual atau kerja paksa.Istilah trafficking berasal dari bahasa Inggris 

dan mempunyai arti “illegal trade” atau perdagangan ilegal. Ini adalah bentuk 

modern dari perbudakan. Ada pula pengertian yang menyatakan trafficking berasal 

dari kata traffic yang artinya perdagangan. Pedanan kata orang yang berdagang/ 

berjualan yakni “trafficker” yang artinya pedagang.Istilah “trafficking” pertama 

kali dikenal dari instrumen PBB.Pada awalnya “traffic” digunakan untuk merujuk 

 
40Ibid, Hal 126-127. 
41Ibid 
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kepada “perdagangan budak kulit putih” yang dialami oleh perempuan pada sekitar 

tahun 1900.42 

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan human trafficking atau 

perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, 

atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau 

bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk 

memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk 

tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan 

Menghukum pelaku Trafiking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-

anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara). 

Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari protocol to prevent, suppress and punish 

trafficking in persins, especially women and children,dijelaskan :  

“Therecruitment,transportation,transfer, harbouring, or receipt of persons 

by means of the treat af use of force of other forms of coecian, of fraud, of 

deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or giving or 

receiving of payment ort benefits to achieve the consent of a person having 

control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at 

a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other froms of 

 
42 Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, Loc.Cit. 
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sexual axploitation, forced labour or services, slavery of practices similiare 

to slavery, servitude or the removal of organs”.43 

UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) yang 

dimaksud dengan perdagangan orang adalah : 

“Tindakan pengrekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 

utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan 

didalam Negara maupun di antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau 

mengakibatkan orang tereksploitasi”. 

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipahami sebagai setiap 

tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 

ditentukan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara 

lebih rinci Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut “Setiap orang 

yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

 
43Ibid, Hal 16-17 
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kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik 

Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling 

lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 

(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah).44 

Beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut : 

1) Unsur pelaku.Setiap orang yang dalam UUPemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang 

melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 

UUPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) 

2) Unsur proses. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau 

didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.  

3) Unsur cara. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin 

proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 

 
44 Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Malang: Setara Press, 2017), Hal 

3. 
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manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi 

ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 

utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.  

4) Unsur tujuan. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai 

akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi 

eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dalam Pasal 1 angka 

1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.45 

Trafficking merupakan kejahatan luar biasa yang sulit untuk dikendalikan. 

Dari hasil penelitian dan investigasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang 

peduli terhadap masalah ini, teridentifikasi bahwa dampak trafficking dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Melemahnya potensi sumber daya manusia terutama anak-anak dan perempuan. 

Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja yang 

menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat 

diperoleh kembali.  

2. Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak 

disadari banyak situasi yang sebenarnya perdagangan orang.  

 
45 Syamsuddin Aziz, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 56 
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3. Akibat kekerasan, pemerasan apalagi pemaksaan terhadap perempuan untuk 

melakukanhubungan seksual, menimbulkan penderitaan yang sangat dalam dan 

membekas sepanjang hidupnya serta merusak masa depan untuk bertahan hidup 

seorang perempuan.46 

Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit 

penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS 

yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan 

kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas 

para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. 

Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga.47 

Akibat ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang sangat kompleks, 

artinya selain timbul dampak sosial di masyarakat juga menimbulkan dampak 

emosional terhadap para korban. Orang yang telah menjadi korban perdagangan 

orang dan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang. 

Tindak pidana akan selalu dipicu oleh berbagai faktor yang membuat suatu tindak 

pidana itu terjadi. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang tidak terlepas 

dari berbagai faktor pemicunya. Faktor yang membuat tindak pidana perdagangan 

 
46 Mufidah Ch, Mengapa Mereka di Perdagangan, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), Hal. 

30 

 47Ibid  
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orang ini semakin marak terjadi juga dibantu dengan kecanggihan teknologi yang 

semakin mempermudah pelaku dalam mengeksploitasi korbannya.48 

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana 

perdagangan orang, antara lain :  

1. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk 

berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk 

meneruskan kehidupan. Tingkat ekonomi ini sangat sering menjadi pangkal bagi 

munculnya jenis-jenis kejahatan.  

2. Faktor keluarga merupakan salah satu faktor penting dari seringnya terjadi tindak 

pidana kejahatan. Faktor ini juga menjadi pemicu tindak kejahatan perdagangan 

orang yang bisa berasal dari keluarga yang tidak harmonis. 

3. Faktor religi atau agama yang mengarahkan kepada iman juga menjadi salah satu 

faktor utama pendukung tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana 

lainnya terjadi. Iman yang tidak kuat dapat memicu seseorang berada di posisi 

rentan sehingga mudah dipengaruhi untuk melakukan sesuatu hal yang 

melanggar hukum dengan iming-imingan menggiurkan. 

4. Kurangnya kesadaran, masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli akan 

rasa kemanusian sehingga tidak ingin mengetahui bagaimana keadaan 

 
48 Andreas Teguhta Kaban, dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan 

Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN. 

Mdn)Juridical Review of Criminal Trafficking in Persons by Commercial Sex Workers Service 

Providers (Study of Decision Number 741 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mdn) (Case Study of PTPN IV Unit 

Air Batu), (Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2) 2020), Hal 184 
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sekitarnya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pengetahuan mengenai bahaya dan risiko setiap pekerjaan membuat tingginya 

peluang masyarakat dapat dibodohi dan dipengaruhi dengan berita-berita yang 

kebenarannya masih diragukan. 

5. Keinginan cepat kaya, manusia yang terlahir dengan sifat yang tidak pernah puas 

akan apa yang dimiliki selalu merasa kurang dengan materi yang ia peroleh 

sehingga keinginan untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan dengan cepat 

mengarahkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya dan 

melanggar hukum.49 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Secara normatif, dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang. Namun, untuk 

mengetahui hal itu, maka harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap 

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dari hasil 

kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi 

enam belas jenis.50 Keenam belas jenis tindak pidana perdagangan orang itu, 

meliputi:51 

 
49Ibid, Hal 184-185. 
50 Rodliyah dan Salim HS, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan 

Kesatu, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hal 264-265 
51 Raja Anggi Gunawan Siahaan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU 

TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan 

Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn),( Skrpsi: 

Medan , UMA, 2022) 
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1. Tindak pidana kekerasan 

Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan 

oleh orang atau pelaku terhadap korban dengan cara melawan hukum berupa 

ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa 

menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan 

hakiki seseorang. Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi 

orang ditentukan dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Pasal 2 berbunyi: 

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang 

tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 

tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)”. 
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2. Tindak pidana impor orang 

Tindak pidana impor orang, yang dalam bahasa Inggris, dengan the criminal act 

of importing people, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan de invoer 

van het strafbare feit merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau 

pelaku dengan cara memasukkan orang atau korban ke dalam wilayah negara 

Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi. Sanksi bagi pelaku atau 

orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah negara Republik 

Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 3 UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 3 berbunyi: “Setiap 

orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan 

maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau 

dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” 

3. Tindak pidana ekspor orang 

Tindak pidana ekspor orang adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara mengirimkan orang ke negara lain 

dengan tujuan dieksploitasi. Ke negara lain itu, meliputi Malaysia, Hongkong, 

Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan lainnya. Sanksi bagi pelaku atau orang 

yang mengekspor atau membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara 

Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam 
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Pasal 4 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 berbunyi: “Setiap orang 

yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik 

Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik 

Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” 

4. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi 

Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak 

pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau 

pelaku tersebut mengangkat seorang anakmenjadi anaknya sendiri, tetapi dengan 

tujuan untuk diperdagangkan kepada orang lain. Sanksi bagi pelaku atau orang 

yang melakukan adopsi dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 

5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 5 berbunyi: 

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu 

atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 

5. Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan 

di eksploitasi  
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Tindak pidana pengiriman anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh 

orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengirimkan anak ke 

dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan. Sanksi 

bagi pelaku atau orang yang melakukan pengiriman anak ke luar negeri dengan 

tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 6 UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. Pasal 6 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan 

pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang 

mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 

6. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan 

Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan 

yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi 

penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan telah ditentukan dalam 

Pasal 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 8 

berbunyi: 

(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang 

mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya 
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ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, 

Pasal 5, dan Pasal 6. 

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat 

dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat 

dari jabatannya. 

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus 

dalam amar putusan pengadilan”. 

7. Tindak pidana menggerakan orang lain 

Tindak pidana menggerakkan orang lain adalah perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melakukan usaha atau membangunkan 

perasaan atau hati atau membangkitkan orang lain supaya melakukan tindak 

pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi orang yang menggerakan orang 

lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu 

tidak terjadi telah ditentukan dalam Pasal 9 UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Pasal 9 berbunyi: “Setiap orang yang berusaha 

menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, 

dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)” 
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8. Tindak pidana pembantuan atau percobaan 

Tindak pidana pembantuan atau percobaan adalah tindak pidana atau perbuatan 

pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memberikan dukungan atau 

pertolongan atau berusaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu kepada orang 

lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi bagi pelaku 

yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang 

telah ditentukan dalam Pasal 10 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Pasal 10 berbunyi: “Setiap orang yang membantu atau melakukan 

percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 

5, dan Pasal 6”. 

9. Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat 

Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat merupakan 

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku merancang atau 

mengkonsepkan (membuat, menyusun konsep) atau melakukan kesepakatan 

atau perundingan atau pembicaraan yang sangat buruk atau bertentangan dengan 

nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dengan orang lain untuk melakukan 

tindak pidana perdagangan orang. Sanksi bagi pelaku yang merencanakan atau 

melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan 

orang telah ditentukan dalam Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Pasal 11 berbunyi: “Setiap orang yang merencanakan atau 

melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan 
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orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. 

10. Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban 

Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban merupakan tindak pidana 

yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memakai atau memanfaatkan korban 

tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau 

perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, 

mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan 

praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana 

perdagangan. Sanksi bagi pelaku yang menggunakan atau memanfaatkan korban 

tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau 

perbuatan cabul telah ditentukan dalam Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. Pasal 12 berbunyi: 

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana 

perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul 

lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan 

korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, 

atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”. 

11. Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen 

negara atau dokumen lain Tindak pidana memberikan atau memasukkan 
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keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain merupakan tindak 

pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau 

menyediakan atau menyampaikan atau mencantumkan keterangan tidak benar 

pada dokumen negara atau dokumen lainnya. Dokumen negara meliputi, tetapi 

tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akta 

kelahiran, dan surat nikah. Dokumen lain meliputi, tetapi tidak terbatas pada 

surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi 

dan dokumen yang terkait. Sanksi bagi pelaku yang memberikan atau 

memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain telah 

ditentukkan dalam Pasal 19 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Pasal 19 berbunyi: 

“ Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada 

dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau 

dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 

(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta 

rupiah)”. 

12. Tindak pidana memberikan keterangan palsu 

Tindak pidana memberikan kesaksian palsu adalah perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyampaikan 

kesaksian yang tidak benar atau barang bukti yang tidak benar dalam tindak 



80 
 

pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi bagi orang atau pelaku yang 

memberikan kesaksian palsu telah ditentukkan dalam Pasal 20 UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 20 berbunyi: 

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti 

palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum 

di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”. 

13. Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas 

Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas merupakan tindak 

pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melukai, menyerbu atau 

memerangi jasmani atau badan saksi atau petugas. Sanksi pidana bagi orang atau 

pelaku yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di 

persidangan telah ditentukkan dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Pasal 21 berbunyi: 

(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di 

persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
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(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau 

petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh. juta rupiah) dan paling banyak 

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau 

petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

14. Tindak pidana sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara 

langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan Sanksi bagi orang atau pelaku yang sengaja mencegah, 

merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah 

ditentukan dalam Pasal 22 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Pasal 22 berbunyi: 

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan 

secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara 

perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 
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Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 

15. Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang 

Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku adalah tindak pidana yang dilakukan 

oleh pelaku, dimana orang atau pelaku menolong atau memberikan dukungan 

kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk pergi atau hilang dari 

tempat terjadinya perbuatan pidana. Sanksi bagi pelaku yang membantu pelarian 

tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana telah ditentukan 

dalam Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 23 

berbunyi: “Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana 

perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan: 

a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya 

kepada pelaku; 

b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; 

c. menyembunyikan pelaku; atau 

d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun danpidana denda 

palingsedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 
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16. Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban. 

Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban adalah suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku mempermalukan identitas saksi atau 

korban kepada media massa. Sanksi bagi pelaku yang memberitahukan identitas 

saksi atau korban telah ditentukan dalam Pasal 24 UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi: 

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal 

kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut 

harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”. 

 

 

 

 

 


